
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN 
PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang . : a. bahwa pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan yang 
berkelanjutan merupakan suatu keharusan untuk memenuhi 
kebutuhan pangan, papan, bahan baku industri serta memperluas 
lapangan j kerja dan lapangan berusaha, meningkatkan 
kesejahteraan rakyat, mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, 
meningkatkan pendapatan nasional serta menjaga kelestarian 
lingkungan; ' ,

b. bahwa dalam rangka memperkuat pengembangan pertanian,
perikanan, dan kehutanan yang maju dan modem, pemerintah 
daerah perlu menyelenggarakan suatu sistem penyuluhan, serta 
dilaksanakan oleh lembaga penyuluhan yang handal dan 
profesional; ■ . ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf 
b, perlu'- membentuk Peraturan Daerah' tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan 
dan Kehutanan Kabupaten Karanganyar. :

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah; j

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
. Peraturan; Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 , Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran. 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
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DENGANIRAHMAT TUHAN YANG MAHA ES.A 
. l • ' ' 

• J3UPATI KARANGANYAR, 

I ; • • I ' ~ • 

bahwa · pernbangunan pertanian, perikahan dan kehutanan Yi?ng 
berke!anjtitan rnerup~kan suatu keharusan untuk mernenuhi 
-kebutuhan ·pangan, papan, bahan baku industri serta memperluas 
lapa·n~Jan [· ·kerja dan lapangan berµsaha, meningkatkan 
kesejahte~aan rakyat, mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, 
meni~gkatkan -· pendapatan nasional serta menjaga kelestarian 
lina!<urigan; . . , 

~ ' ' 

b~ bahwa dalam rangka memperkuat pe~gernbangan pertanian, 
perik~nan', dan kehufan~n yang maju dan modern, pemerintah 
daer;,;ih perlu menyelenggarakan suatu sistern penyuluhan, serta 
dilaksanakan oleh , lambaga penyulu~fin yang handal dan 
profesional; · 

' . ! 

c. bahw~ befdasarkan p~rti_mbangan sebagalrnana huruf a dan huruf 
b, perlui, 1f1embentuk Peraturan Daerah: tentang Organisasi_ dan 
Tata ·KerJ? Sadan Pelaksana Penyuluhar. Pertanian, Perikanan 
dan K(~h~~an~n Kabupaten Karanganyar. : . · 

Mengingat : ' 1. Unda·n:g-Undang Nomor • 13 .Tahun 19501·tentang Pembentukan • 
Daerah-daerah KabLipaten·. dalam Lingkµn~ran· Propinsi J~iwa 
Tengalr •·1 · ··· 

' ·.! 

2. Undang-Undang. Norrior 10 Tahun 2004: tentang Pembentukan 
• Perat'uran._i, Perundang-U~da~gan . (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 ,Nomor 53( Tambahaq Lembaran Negara 
RepubliKlnt;f_o_nesia N~mor 4389); . · · . · 

'3. Undang-U~1da~g' Nomo~ 32 ._Tahun 2004 ·tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tam~ahan Lembar~n Negara Republil< Indonesia Nornor' 
4437) seb~gain:iana tela_h beberapa kali diu.bah terakhir den{Jan 
Undang-undang Nomor 12 Tahun 200B (Lembaran Negara 
Republik h1doh8$ia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran .. 
Negara· Republik lndone~ia Nomor 4844); · 
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DEWAN

Menetapkan::

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan! antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran'Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006! tentang Sistem 
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
165, Tambahan Lembaran- Negara Republik Indonesia Nomor

. 4593); ; :

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat! Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

. Nomor 4741);

9. Peraturan i Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, 
Pengundangan dan. Penyebarluasan Peraturan Perundang- 
Undangan;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008 
tentang . Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah 
Kabupaten Karanganyar Nomor 7).

!, -

Dengan Persetujuan Bersama

PERWAKILAN!RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

i dari

( BUPATI KARANGANYAR

I ' ‘
MEM UTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA 
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN 
DAN KEHUTANAN KABUPATEN KARANGANYAR

/ ;■ BAB I

KETENTUAN UMUM 

;'j.■ ' Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar;

4. Undang-!..Jndang Nomo_r 33 Tahun · 2004 tentang · Pe.rimbangan 
Keuangan1 

• ,antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
' t ' ' . ' 

(Le.·mbaran · Negara 11epublik Indonesia Tahtm · 2004 Nomor 126, 
Tambahari Lembara~<Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

' I I ' ' . 
5. Un~ang-Updang Nomor 16 Tahun 2006:: te,-itang . Sistem. 

Penyuluh~n Pertanian., Perikanan dan · Kehutanan. (Lembaran 
Negara. ~~publik lndo,nesia Tahun 2006 Nomor 92; Tambahan 
Lembarat,'Negara Republik Indonesia Nomor 4660); . . . . .. 

6. Peraturan !Pemerinta~ ·N~mor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, 
Pembinaan . dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik lndon·esia Tahun 2005 Nomor 
165,· Tambahan Leml;>aran. Negara Republik Indonesia Nomor 
4593); · ·i · -'. :. , · • 

7. Perat~ran.:Pemerintah ~omor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan ~emerintahan Antara .Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi · d;an Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik lndo~e.sia Tahun 2007 Nomo_r 82, Tambahan 
Lembaran Negara Repµblik Indonesia Nomor 4737); 

8. Peraturan Pemerintah · Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
PeranfJkat!' Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. 
No~or 4711); · .. · 

9. Peratwan l Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, 
Pengundangan dan. Penyebarluasan ,Peraturan Perundang-
Undangan;· · 

10.Peraturan ioaerah Kabup'aten Kara.nganyar Nomor 7 Tahun 2008 
tentang .. lJr~san Pemerintahan Yang .. Menjadi Kewenangan 
Pemerintahan Daerah ~abupaten Karanganyar (Lembaran Daerah 
Kabupate~i Kar~nganyar No~or 7). 

i . 
I 

Dengan Persetujuan Bersama 
' I ..... 

. .._ DEWAN PERVVAKILAN1RAKYAT DAERAH KABUPATE:N KARANGANYAR 

.dan 

BUPATIKARANGANYAR 
. ' 

I 

MEMu'TUSKAN : 
i 
i '' 

Menetapkan:: PERATUf~N,DAERAHTENTANG ORGANliiASI DAN TATA KERJA 
SADAN , PEIJl.KSANA. PENYULUHAN PERTANIAN, PERI KANAN 
DAN KEHUTANAN KABUPA1EN KARANGANYAR 

BAB 1. 

KETENTUAN UMUM 

Pa~al,1 
. ' i 

'1 .. ' 

· Dalam P~·rat~ran D~erah ini yang dimaksud dengan : 

.. 1. Daerah.ad~la~ Kabupat~n Karanganyar; ·. ·. · 
' t 
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2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat sebagai 
penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Karanganyar;

3. Bupati adalah Bupati' Karanganyar;

unsur

4. Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar adalah 'unsur pembantu Kepala 
Daerah dalam penyelenggaraan ' Pemerintahan Daerah yang terdiri dari 
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis 
Daerah, Satuan, Polisi Pamong Praja, Lembaga •, Lain, Kecamatan dan 
Kelurahan Kabupaten Karanganyar;

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar;

6. Jabatan Fungsional adalah kecludukan yang menunjukan tugas, tanggung 
jawab, wewenang, dah hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu 
kesatuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada 
keahlian dan ketrarnpilan serta bersifat mandiri;

7. Sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya 
disebut sistem; penyuluhan adalah seluruh rangkaian pengembangan 
kemampuan pengetahuan, ketrampilan, serta sikap pelaku utama dan pelaku 
usaha melalui penyuluhan ;

8. Penyuluhan pertanian; perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut 
penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha 
agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya 
dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodaldh dan, sumber daya 
lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, 
pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam 
pelestarian fungsi lingkungan hidup;.

9. Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan 
peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan yang 
meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang 
pengelolaan sumber daya alam hayati ddlam agroekosistem yang sesuai dan 
berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajtemen 
untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bdgi kesejahteraan 
masyarakat;

10. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan 
dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, 
mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang 
dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan;

11. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan,
kawasan hutan, dap hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan 
berkelanjutan; 'j

12. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau
korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian, wanatani, minatani, 
agropasture, penangkaran satwa dan tumbuhan, di dalam dan di sekitar hutan, 
yang meliputi usaha I hulu, usaha, tani, agroindustri, pemasaran dan jasa 
penunjang; ]

13. Penyuluh adalah Penyuluh Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung 
jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada 
satuan organisasi lingkup pertanian, perikanan atau kehutanan untuk 
melaksanakan kegiatan penyuluhan;

2. Pemerintah P~~?rah. adalah · Bupati dan Per'angkat sebagai unsur 
penyelenggara pem:erintahan D~era~1 Kabu_paten Kart:mganyar; 

3. Bupati ada/ah Bupati Karanganyar; . . 

· 4. Perangkat Daerah K~bupaten . Karanganyar adalah ~·msur pembantu Kepala 
Daerah dalam peny~lenggaraan. :Pernerir:itahan Daerah yang · terdiri dari 
Sekretariat Dae·rah,· ... Sekretariat : □PRO, Dinas Daerah, Lembaga Teknis 
Daerah, Satuan·. Polisi Pamong · Praja, Lembaga -: Lain, Kecarnatan dan 
Kelurahan Kabupaten 'l<aranganyar; · 

·,: . '· 

5. Sekretaris Daerah adalan Sekret.aris Daerat, Kabupat~n Karanganyar; 
. , . · I . . , , 

6. Jaba~an Fungsional: ·a'dalah kequdu~an yang. menunjukan tugas, tanggung 
jawab, wewenang, dah ·.hak se·orang Pegawai Nege'ri Sipil dalam suatu 
kesatu'an orga·nisasi ,yang dalam. · pelaksana~n tugasnya didasarkan pada· 
keahlian dan ketrampilan serta bersifat mandiri; · 

7. Sister~ penyuluhan pertanian, p~rikana~, dan kehuta~an: yang selanjutnya · 
disebut · sistem : penyuluhan adalah . seluruh rangkaian · pengembangan 
kemampuan pengetahuan, ketrampilan, s~rta sikap pelaku utama dan pelaku 
usaha melalui penyululi'an ; · , · · 

' ! ' . 

8. Peny~luhan pertanianl · -p~rikanan. dan kehutanan yang selanjlltnya disebut 
peny(1luhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama · dan pelaku usaha 
agar ·riiereka mau d?n mampu: menolong dan mengorganisasikan diriny~ 
dalam mengakses informasi pasar, \eknologi, permodalah dan. sumber daya 
lainnya; sebagai · upaya untuk meningkatk~n produ~tivitas, efisiensi usaha, 
pendapatan dan· kesejahteraannya, · serta meningkatkan kesadaran dalam 
pelestarian fungsi lingk:ungan hidup;.. · . 

9. Perta·nian. yang mencilkup tanaman·· pangan, hortikultura, perkeb~nan dan 
peternakan yang i;elarijutnya disebut. perta.nian adalah seluruh kegiatan yang 
melipi.Jti usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dari jasa penunjang 
pengelolaan su~ber _daya alam ·hay~ti dalam ?Qroekosistem yang sesLlal dan 
berkelanjutan, dengan :bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen 
untuk · mendapc1tkan \ . manfaat' ·s~besar-besarnya bagi • kesejahteraan 
masyarakat;· · . 

10. Perikanan adalah semua kegiatan' ·yang berhubungan dengan pengelolaan 
dan pemanfaatan sumiler daya ika,:, dan lingkungannya secai·a berkelanjutan, 
mulai dari praproquksiJ produksi, pengoiahan sampai· dengan pemasaran yang 
dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan; · • 

1· 1. Kehu~anan adalah sjsiem· pengurus~n yang bersangkut paut. dengan hutan, 
kawasan hutan, dan hasil hutan· yang diselenggarakan secara terpadu dan 
berkelanju~an; . :· ·1· · · . . . . 

' 
12. Petani adalah perorangan. warga negara Indonesia beserta keluarganya atau 

korporasi yang m'eng~lola · usaha di bidang pertanian, wanatani, minatani, 
agrppasture, penangkara'n satwa dan.tumb_uhan, di dalam dan di sekitar hutan, 
yang . meliputi t1saha i hulu; usaha . tani, agroindust,ri, pemasaran dan-· jasa 
penunjang; 1 · · · 

• i 

13. Penyuh.th adalah Pen~uluh Peg~wa,i Negeri Sipil yan_g dibed tugas, tanggung 
• jawab, wewenang, dary hak secara 'penuh oleh pejabat yang berwenang pada 
satuan . organisasi lingkup pertanian, · perikanan -: atau · kehutanan un~uk 
melaksanakan kegiatat, penyuluha~·; . · 
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14. Komisi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya 
disebut Komisi Penyuluhan Kabupaten adalah Komisi yang terdiri atas para 
pakar dan/atau praktisi yang mempunyai keahlian1 dan kepedulian dalam 
bidang penyuluhan atau pembangunian perdesaan di kabupaten Karanganyar;

15. Peaku utama kegiatan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya
disebut pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan- 
hujan, petani, pekebun, peternak; nelayan .pembudi dava ikan, pengolah ikan 
beserta keluarga intinya; ,

16. Pelaku usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang 
dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, 
perikanan dan kehutanan; ,

17. Programa penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya 
disebut programa penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara 
sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali 
pencapaian tujuan penyuluhan;

18. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewena.ngan 
mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil sesuai 
der gan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

> PEMBENTUKAN 

! Pasal 2

Dengan peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana 
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Karanganyar.

j ' BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 

i Pasal 3 ■

(1) Bada i Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan merupakan 
unsunpendukung tugas Bupati dalam penyelenggaran Pemerintahan Daerdh di 
bidang pelaksanaan penyuluhan pertanian . perikanan, dan kehutahan ,yang 
dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

(2) Badap Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 
. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati 

dalanri melaksanakan urusan pemerintahan, di bidang pelaksanaan penyuluhan 
pertanian, perikanan dan kehutanan,yang meliputi:

a .  Mepyusun kebijakan j dan programa penyuluhan Kabupaten yang sejalan 
dengan kebijakan dan programa penyuluhan Provinsi dan Nasional;

b. Mejaksanakan penyuluhan dan mengembangkan mekanisme, tata kerja dan 
metode penyuluhan; i

c. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran 
materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;

•• 

I ' 

14. Ko · isi penyullihari :·p,ertanian, ."p~rikanan dan kehµtanan yang selanjutnya 
' dis~but Komisi Penyuluhan Kabupaf.en adalah Komisi yang terdiri atas para 

pa~ar dan/atau . praktisi yang . rllempunyai keahliaif dan · kepeduliari dalam 
bidang penyuluh~n ~tau· pembangunan perdesaan di.kabupaten Karanganyar; 

15. p~laku utama ke~iata~ p~rtan1an, .perikanan _dan ke~utana~ _yan~ selanjutnya"' 
. d1sebut pelaku · Ulama adalah masyarakat d1 dalam ~an d1 sek1tar kawasan-

. hutan, petani, pek.ebun, peternak; qel~iyan ,pembudi daya ikan, pengolah ikan 
be~ert~ keluarga intinya; · . · ' 

16. Pelaku usaha adalah ~eroranga'n 'warga negara I ndori~sia at~u korporasi yang 
dibprituk menurut · hul<um · lndone~ia yang. mengelola lJsaha pertanian, 
perikanan dan kehutanan; . 

17: Prdgrama penyul~hatl' pertanian; · perikanan dan kehutanan yang selanjutnya I , , ' . , . • 
disr,b.ut programa penyuluhan adal<;1h rencana tertulls. yang· disusun secara 
sistematis untuk1

- m~mberikan arah .dan pedoman sGbagai alat pengendali 
pe_~capaian tujuari P~riyuluhan; · · · · · · 

18. Pe}abat yang be·r'A~e~ang, ad~lah pejabat yang m;empunyai kewena,nga·n 
mepg·angkat, memindahkan dan m~mberhentikan Peg~wai Negeri·Sipil'sesuai 
de gan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

. . ,' ,· ·i J • 

' ' 

BAB·II. 

PEMBENTUKAN 

P'as~I 2 
' ':,, ' ' 

Dengan '7eraturan Daerah irll, dibentuk Organisasi dan Tata ~erja Sadan Pelaksana 
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Keh.utanan Kabupaten 'Karanganyar. 

' . : ' . ' 

, ; l 

' . 
'; 

I 
BAB Ill 

' 
• •• l 

· · KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI:. 
' . ' 

• I 
./ 

• I l 
Pasal 3 • 

(1) Badap Pelaksana P:enyu:,uhan ·~ertanianl ~erikanan dan .. Kehut~nan merupaka~ 
u~suri pendukung -tugas ,.B,upat1 dalam .P~nyeleng~aran PeiTienntahan Daera~ d1 
b1dang pelaksanaan periyuluhan per:taman • p~nkanan, dan kehutahan ,yang 
dipimpin. oleh seoran9 ~e:pala · Badan y~ng berada di · bawah dan b~rtanggung 
jawao kepada Bupati mt31alui Sekretari~ Daerah; · I . : . . . . 

(2) Badap .· Pelaks~na ·. Pe~yuluhan f>ertanian, PE:rikanan : dan Kehutana~ 
sebaga1mana d1maksud. pada ayat . (1) mempunya1 tugas membantu Bupat, 
dalam melaksanal<an un..isan ·pemerintahan. di bidang pelaksanaan penyuluhan 
pertahian, perikanan dari kehutanan.yang meliputi: · : . · ·. 

a. Me~yusun -~ebij.akan \ dan . programa. penyuluha_~ _Kabupafo_n yang sejalan ·· 
dengan keb1Jakan dan programa penyuluhan Provins, dan Nasmnal; 

b. Me~aksanakan PE1~yul~han dan ·me~gembangkan mekanisme, tata kerja dan 
· metode penyuluhan; · ! . · · : . · · · · • · 

I · · . i· · · · · . · . . . 
c. Melaksanakan p·engumpulan, pengolahan, pengemasan d_an penyebaran 

maleri penyuluhan _bagi pelaku utama dan pelaku usaha; 

'' ,- . ' 



. d. Melaksanakan. . pembinaan ' pengembangan kerja sama, kemitraan, 
pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana serta 
pembiayaan penyuluhan;

■ 1- " • . V, ' ■ .
e. Menumbuh kembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan 

bagi pelaku utama dan pelaku usaha;

f. Melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, 
swadaya dan swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan.

(3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Badan
Pelaksana Penyuluhan j Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai
fungsi: j '

a. Penyusunan kebijakan, teknis, di bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan 
kehutanan yang meliputi penyelengaraan dan kerja sama penyuluhan, 
ketenagaan dan. kelembagaan penyuluhan, pengelolaan balai penyuluhan 
kecamatan, Pos penyuluhan desa /  kelurahan serta kesekretariatan;

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang 
penyuluhan pertanian,, perikanan dan kehutanan yang meliputi 
penyelengaraan dan kerja sama penyuluhan, ketenagaan dan kelembagaan 
penyuluhan, pengelolaan Balai penyuluhan kecamatan, pos penyuluhan 
desa /kelurahan serta kesekretariatan ;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di. bidang 'penyuluhan pertanian, 
perikanan dan kehutanan yang meliputi penyelengaraan dan kerja sama 
penyuluhan, ketenagaan dan kelembagaan penyuluhan, pengelolaan balai 
penyuluhan kecamatan, pos penyuluhan desa/kelurahan serta 
kesekretariatan;

d. Pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran informasi/mat.eri 
penyuluhan pertanian bagi petani dan pelaku usaha pertanian lainnya;

e. Pelaksanaan fasilitasi dan penyelenggaraan forum kegiatan kelembagaan 
petani dan kelembagaan usaha pertanian lainnya;

f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang’ penyuluhan pertanian; 
perikanan dan kehutanan .kesekretariatan;

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya. j /  .

j  BAB IV

j SUSUNAN ORGANISASI
. i •. t'  i

■' . Pasal 4 1

(1) Susunan Organisasi Badan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan dan 
kehutanan terdiri dari:
a. Kepala Badan; .

b. Sekretariat, membawahkan:

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

2. Sub Bagian Umum. ■

c. Bidang Penyelenggaraan dan Kerjasama Penyuluhan;,
i . *

d. Bidang Ketenagaan dan Kelembagaan Penyuluhan;

• 

:. l 
i ,! . 

· . d. Melaksanakan ... pemb'inaan . ·pengembangan kerja sama, kemitraan, 
pengelolaan kelmnbagaan, k~tenagaan., sarana . dan prasarana serta 
pembiayaan periyuluhan; · . · .- · 

. ',' 1. . ,.,, . 

· : e. Menumbuh kembarigkan dan · memfa~ilitasi kelembagaan dan forum kegiatan 
bag1 pelaku utama dah pelaku usaha·; . . . · 

t. Melaksanakan · peniligkatan kapasitas penyuluh· . .Pegawai Negeri Sipil, 
swa~aya dan s~asta ~eialui proses pembelajaran se~ara berkelanjutan. · 

(3) Dalam menyelenggar~kan tugas · sebagaimana dimal<sud pada ayat (2) Sadan 
Pelaksana Penyuiuhanl Pertanian, ·. Perikanan dan Kehutanan mempunyai 
fungsi: · :l, . . · 
a. Penyusunan kebijaka·~- teknis,. di bidang penyuluhan: pertanian, perikanan .dan 

kehutanan yang meliputi peny~lengaraan dan kerja sama penyuluhan·, 
ketenagaan dan, kelemb'agaa.n periy'uluhan, pengelolaan balai penyuluhan 
~ecamatan, Pos penyuluhan desa·/ kelurahan serta kesekretariatan; 

b. Pernberian dl!kungan \·atas penyele.n.ggaraan · pemeri'ntahan daerah dibidang 
penyuluhan pertanian, . perikanan dan kehL1tanan yang meliputi 
penyelengaraan · dan · l<erja sama pe·nyuluhan, ketenagaan dan kelembagaan· 
penyuluhan, pengelolaan Salai penyuluhan kecamatan, · pas penyuluhan 
desa /kelurahan serta kesekreta.riatan; · ·. · . ' 

c. Pembinaan dan · petkksanaan ·tugas .di. · bidahg .·· · penyuluhan pertanian, 
perikanan dan · kehutanan yang m~\iputi penye\engaraan dan kerja sama 
penyu!uhan, ketenagaan dan kelembagaan penyuluhan,. pengelolaan balai 
penyuluhan kecamatan, pqs . .penytiluhan desa/kelurahan serta 
kesekretariatan; · 

d. Pengumpulan, pengolahan, peng~masan dan penyebaran informasi/materi 
penyuluhan pert~nian· pagi petani d~n pelaku usaha p_~rtanian _lainnya; · . 

, ', l • 

e. Pelaksanaan fasilitasi dan penyelenggaraan forum ,kegiatan kelembagaan 
petani dan kelembagaan usaha pertanian lainnya; · : · · 

f. Pelaksanaan. ·evaluaJi dan pelapora·n di bidang:· penyuluhan pertanian; 
perikanan dan kehuta_ryan ,kesekretariatan; ··· 

g. Pelak~a-naan tugas lajn yang dib~rikan oleh Bupati s·e:Suai d,engan tugas dan · 
fungsinya. ' · · · 

BAB.IV 

SUSUNAN ·oRGANISASI 

. Pa~al 4 
'. 

(1) Susunan Organisasi Sadan, pelaksaria 
kehutanan terdiri dar'i.: · i 

penyuluhan pe·1~aniah, · perikanan dan 

a. Kepala Sadan;' . · .' · !: 

b. Sekretariat, membaWahkan : 

1. SLJb Bagian Pere~canaan dan Keuangan; 

2. Sub Bagian Urn~~- . . , 
I ' ) I 

c. Sidarig Penyelenggaiaan dan Ke~jas~ma Penyuluhan;: 
• ; I • • ' 

d. Bidang Ketenagaan dan Kelemba91:rnn. Penyuluhan; 



e. Kelompok Jabatan fungsional;

f. Kelompok Jabatan Fungsional Balai Penyuluhan Kecamatan;

g. Kelompok Jabatan Fungsional Pos Penyuluhan Desa dan Kelurahan.

(2) Sekretariat dipimpin ojeh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(3) Masing-masing Bidang jdipimpin oleh seorang Kepala . Bidang yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. ;

(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang 
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(5) Kelompok Jabatan Fungsional Balai Penyuluhan Kecamatan dipimpin oleh 
seorang tenaga fungsional senior berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Badan. !

(6) Kelompok Jabatan Fungsional Pos Penyuluhan Desa/Keiurahan dipimpin oleh 
seorang tenaga fungsional senior berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Badan. • '

(7 ) . Bagan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan sebagaimana dimaksud ayat (1), tercamtum dalam lampiran 
Peraturan Daerah ini yang merupakah bagian yang tidak terpisahkan dengan 
Peraturan Daerah ini. v i

i Bagian, Kesatu
Balai Penyuluhan Kecamatan

; - j ;  Pasal5 '

(1) Balai Penyuluhan. Kecamatan adalah kelompok jabatan fungsional yang
melaksanakan sebagian tugas Badan dalam menyelenggaraan penyuluhan 
pertanian, perikanan dan kehutanan yang . mempunyai wilayah kerja satu 
Kecamatan. I :

(2) Balai Penyuluhan Kecamatan dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi 
sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha di 
bidang pertanian, perikanan dan kehutanan di tingkat Kecamatan.

(3) Balai Penyuluhan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1)
mempunyai tugas: ; ,

a. Menyusun programa penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan 
programa penyuluhan kabupaten; •

b. Melaksanakan penyuluhan berdasarkan programa penyuluhan yang telah
ditetapkan; j ■ \

c. Menyediakan dan menyebarluaskan informasi teknologi, sarana, produksi, 
pembiayaan dan pasar;

d. Memfasilitasi pengembangan dan peningkatan kapasitas kelembagaan dan 
kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;

e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, 
Penyuluh Swasta dan penyuluh swadaya melalui proses pembelajaran 
secara berkelanjutan;

f. Melaksanakan proses pembelajaran melalui, percontohan dan
pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha yang 
berada di Kecamatan. ■ ■

• 

-· 

. ~ 

e. Keiompok Jaba.tan_'fungsional ; · . , , I , . 
f. Kelompok Jabatan Fungsibnal B:alai Penyliluhan Keqamatan; 

. • i l . , . . . 
g. Kelompok Jabatan f un·gsional Pqs Penyuluhan Desa· dan Kelurahan. 

. . ;, I ·. . 
(2) Sekretariat dipimp:in o!eh. seora,ng · ·Sekretarie yang. ·.berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala B~dan. · · 
. , .. I. , . 

(3) Masing-masing Bidang jdipimpin oleh seorang Kepala."Bidang ·yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kep~da ~epala Sadan. : · ·• . · 

(4) · Masing-rnasing Sub sJgian dipimpin oleh seorang K~pala · Sub' Bagian yang 
berada.di bawah'dan be'rtanggungjawab.kepada Sekret~ris. · · · · 

(5) · Kelompok Jabatan Fuhgsional Balai Penyuluhan K~~amatan dipimpin oleh 
seorang tenaga fungsional senior· berada di bawah dan bertanggung jawab · 
kepada Kepala Baqan. I · · 

(6) .. Kelompok Jabatan Fungsional Pos- ~enyuluhan Desa/Kelurahan dipimpin oleh 
seorang tenaga f~ngsi'onal senior· berada ~i bawah dan, bertanggung jawab 
kepada 'Kepala Sadan. : · · , · · · · 

(7). Bagan ·. Organisasi B~d'~~ · · Pelaksana Penyuluhan · Pertariian, Perikanan dan 
. Kehutanan sebagaimaj,a. dimaksud" ayat (1 ), tercamtum dalam lampiran 

Peraturan Daerah. ini yang merupakari bagian yang tidak terpisahkan dengan . 
Peraturan Daerah ini. · .. . . . 

: ! Bagian. Kesatu 
· Balai Penyuluhan Kecamatan 

! ' • • 
' 

. I . Pasal5 
I 

(1) Balai Penyuluhm, . K~6arriatan, adalah ·kelompok jabatan fungsional ycing 
mclaksanakan sebagian . tugas Sadan· dalam menyelenggaraan penyuluhan 
pertanian, perikanan . d'an kehutanan yang . mempunyai wilayah kerja satu 
Kecamatan. · . -'! . • .-

(2) Balai Penyuluhan .' Kec~matan. di~aksud pada ayat'. (1) mempunyai fungsi 

(3) 

sebagai tempat pertemu_an para pe~yuluh, pelaku utafna. dan pelaku usaha di 
bidang pertanian, perikahan .dan kehutani:3n di tingkat Kecamatan. 

Balai Penyuluhan . Kecamatan sebagaima~a. dimaksud dalarn pada ayat ( ·t) 
mempunyai tugas : · :. . · · · 

a. MenYusun progr~m~·, penyuluha~ pada tingkat kecamatan: sejalan dengan 
prog_rama penyuh.~hap kabupaten; · : 

b. Melaksanakari pen;>uluhan berdasarkan programa- penyuluhan yang telah 
ditetapkan; · ·i . 

c. Menyediakan dan . menyebarluas~an informasi teknologi, sarana, produksi, 
pembiayaan dan pasar; . . 

d: Memfasilitasi pengerribangan dan · peningkatan kapasitas kelembagaan dan 
keniitraan pelaku utama dan pelaku u·saha;·. :_ . · · 

. l . . . 

e. Memfasilitasi · p·eningkatan .. kap·asitas penyuluh Pegawai · Negeri Sipil, . 
Penyuluh Swasta dah penyuluh · swadaya melaloi · .. proses pembelajaran 
secara berkelanjutan; , · . . . . . . 

f. Melaksanakan , · . pt:oses . . penibelajaran melalui. · percontohan dan 
pengembangah mod~I usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha yang 
berada di Kecamatan. · · 



Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan
. j ,J ' Pasal 6

(1) Pos Penyuluhan Desa dan Kelurahan merupakan kelompok jabatan fungsional 
yang menyelenggarakah sebagian tugas Badan dalam penyelenggaraan- 
penyuluhan di lapangan yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh 
pelaku utama, pelaku usaha dan mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa 
Desa/Kelurahan.

(2) Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi 
sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha di 
bidang pertanian, perikanan dan kehutanan di tingkat Desa/Kelurahan.

(3) Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan sebagaimana diniaksud pada ayat (1) 
Peraturan Daerah ini mempunyai tugas :

a. Menyusun programa penyuluhan pada tingkat Desa/Kelurahan sejalan dengan 
programa penyuluhan di tingkat Kecamatan;

b. Melaksanakan penyuluhan di Desa/Kelurahan yang menjadi wilayah kerjanya;

c. Menginventarisasi permasalahan dan upaya pemecahannya;

d. Melaksanakan proses; pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan 
model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha yang berada di 
Desa/Kelurahan;,

e. Menumbuh kembangkan kepemimpinan, kewirausahaan serta kelembagaan 
pelaku utama dan pelaku usaha; .

f. Melaksanakan kegiatan rembug, pertemuan teknis, temu lapang, dan metode 
penyuluhan lain bagi pelaku utama dan pelaku usaha; :

g. Memfasilitasi forum penyuluhan perdesaan; '

' ■ • | "■ ' b a b  v  ^

KOMISI PENYULUHAN

: ;■ Pasal 7 . . ‘

(1) Untuk menetapkan kebijakan dan strategi penyuluhanan, Bupati dapat dibantu 
oleh Komisi Penyuluhan.

(2) Komisi Penyuluhan mempunyai tugas v memberikan masukan kepada Bupati 
sebagai bahari penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ' pembentukan Komisi: Penyuluhan 
sebagaimana dimaksud jpada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN : 

j , ' Pasal 8

(1) Eselonering Jabatan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan 
Kehutanan adalah sebagai berikut:
a) Kepala Badan merupakan jabatan Struktural eselon II/b;

• 

' I I ' ' ' . . 
Pos Peny·utuhal) Desa/Kelurahan , 

Pasal6 
. i ·. ' 

(1) 'Pos Penyuluhan Oesal'dan Keh.irahan merupakan kelompok jabatan fungsional 
yang · menyelenggarakah sebagian ·. ttJgas . Sadan dalam . penyelenggaraan• 
penyullihan. di. lapang~r, ya.ng dibentu~ dan dikelola· s~cara · partisipatif oleh 
pelaku · utama, pelaku U$aha dan mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa 
Desa/Kelurahan. . ! · • 

i 

(2) Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan dimaksud pada ayaf (1) mempunyai fungsi 
sebagai tempat pertem.Jan. para penyuluh, pelaku utama dan· pelaku usaha di 
bidang pertanian, perikanan dan kehutanan .di tingkat Desa/Kelurahan. 

(3) Pos P~nyuluh~n ·. De~tj/.Keluraha~ sebagaimana dirri~ksud pada ayat ( 1) · 
Peraturan Daerah iili mempunyai tugas ; . : . 

a. Mony'usun progra~apenyuluhan pada tingkat Desa/K~lurah~n sejalan dengan 
programa penyu\uhan.'di tingkat Kec.amatan; : · 

b. Melaksanakan penyuluhap di D,esa/Kelurahan yang m~njadi wilayah kerjanya; 
I \ , • , 

c. Menginventarisasi ·perrnasalahan dan upaya pemecahannya; 
. i ' ' ' : . 

d. Melaksanakan prosesi pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan 
model usaha tani bagi pelaku utan,a dan pelaku ·usaha yang berada di 
Desa/Kelurahan;. · ' :. · · · 

e. Menumbuh kemb~ngkafl kepemimpinan, ·kewirausahaan serta kelembagaan 
pelaku utama dan 'pelaku usaha; . . 

f. Melaksanakan kegiat~n rembug, p~rtemu~n teknis, te~u lapang, dan metode 
penyuluhan lain bagi pelaku utama dan pelaku usaha; : 

· g. Memfasilitasi for~m pJ~y,~luhan p~rdesaan; ·. 

BAB V .. 
KOMISI P.ENYULUHAN 

Pasal-7 
. ' . 

(1) Untuk ·rnenetapkan kebijakan dan strategi pe!')yuluhana:n, Bupati dap~t diban1.u 
oleh Komisi Penyuluhan/ .. , . · 

(2) Komisi . Penyuluhan ,,:,,~rr1punyai- t~gas , memberikan masukan kepada Bupati 
sebagar bahari peny~sura~. kebijaka'n ~an strategi penyuluhan. . . 

(3) Ketentuan lebih , · lanjLt · men·genai · pembentukan · Komisi: Penyuluhan 
sebagainiana dimak~;udlpada ayat (1) .diatur dengan Per.aturan Supati. 

< ! . ' : 
' ' 

8,:\8 VI 

PENGANGKATAN DAN PEMSERHENTIAN 

-1, Pas~l 8 
i 

(1) Eselonering Jabatan· ·J·adan Pelaksana: Penyuluhan Pertanian,. Perikanan dan 
Kehutanan adalah sebagai berikut : · . . :· · • 
a) Kepala Sadan 111erupakan jabatan Struktural eselon II/ b; · 

. . . ' . 



b) Sekretaris merupakan jabatan Struktural eselon III /  a;
c) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III/b;

■ - . ■ ' j' I *

(2) Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Struktural dilaksanakan oleh Pejabat 
yang berwenang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 9

(1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan 
Fungsional yang terbagi dalam bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang pejabat fungsional 
senior yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Badan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan dan 
Kehutanan.

(3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditentukan 
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
sesuai dengan peraturan-Perundang-undangan yang berlaku. ,

(5) Pengangkatan dan pemberhentian jabatan fungsional dilakukan oleh pejabat 
yang berwenang sesiiai dengan peraturan Perundangan-undangan yartg
berlaku.

BAB VIII

TATA KERJA 

i Pasal 10

Dalam meldksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok 
jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi baik 
dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan 
pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai 
dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 11

(1) Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing 
dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap Kepala Satuan Organisasi bertanggung jawab memimpin, 
mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta 
petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(3) Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan 
bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyiapkan laporan 
berkala tepat pada waktunya.

l 
I'! I : -. - -·. : r . . ·1 ,. - - - : . 

b) Sekretaris merupakan jabatan Struktural eselon Ill / a; 
c) Kepala Bidang ·marupakan jabatan struktural eselon IU /b; . . . \ l -·. . . . . 

(2) Pengangkatan dan· F1emberhentian J~batan Struktural diiaksanakan oleh Pejabat 
yang berwenang ~esu~.i·~engan p'3raturan Perundang-undangan yang berlaku . 

. '' 
'' i 

d• 

BAB'Vll 
'' 

i 

' KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

· Pasal 9 

. (1) Kelompok jabatan.fungsional terdiri.dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan 
Fungsi6nal yang terbagi],dalam bidang keahliannya. , 

(2) Setiap kefompo'k 'jabatan fungsiona·, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional 
-· senior yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Sadan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan dan 
' ' ! ' • 

Kehutanan. l · • · , • . 
' d ' I : 

(3) Jumlah:jabatan fungsional sebagaimana djmaksud pact'a ayat ( 1 ) ditentukan 
berdasarkan kebutuhan dan beban :ke(ja. · · · 

(4) Jenis danjenjang ,jabatan fungsioriaf ~ebagimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
_ sesuai dengan peraturan \Perundarig-undangan yang berl~ku. : . · 

(5) Pengangkatan _dan . pen:,~erhentian. jabatan fungsional · .'d!lakukan oleh pejabat 
yang berwenang · sesuai dengan. p~raturan Peruntjangan-undangan yang 
berlaku. 

BABVIII 

TATAKERJA 
,, 

Pasal 10 

Dalam mel~ksanal<an .tu'gas~ya setiap pimpin~n satuan organisasi dan kelompo,k 
jabatan fungsional waji~ . menerapkan -pririsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi baik 
dalam lingkimgan masing-masing maup~·n antar satuan o~ganisasi di lingkungan 
pemerintah daerah sert~i dengan in$tansi lain di luar pemerintah daerah sesuai 
dengan tugas dan fungsi masing-masing. 

. ' . 

' i . ' 1 
•i 
l 

. Pasal 11 

(1) · .Setiap Kepala Satuan ·organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing 
dan bila terjadi penyimpahgan agar m~ngambil langkah-langkah yang diperlukan 
sesuai dengan perat.uran !perundang~undangan. · .: 

'\ . ' 

(2) Setiap Kepala · Satuan Organ'isasi - bertanggung: . jawab memimpin, 
mengkoordinasikan· bawahan .m?sing-masing dan mem~erikan bimbingan serta 

· petunjuk bagi pelaksanaa'n tugas bawahannya. · : · 
. . . , .. I . , . . . , ·. '. , 

(3) Setiap ·~epala Satuan S>rganisasi' wajib mengikuti, mernatuhi petunjuk dan 
· bertanggung jawab .kep_ada atasan ,masing-masing ser;ta meriyiapkan lap9rah · 
· berkala tepat pada waktunya. . . 



(4) Dalam melaksanakan tugas, setiap' Kepala Satuan Organisasi dibantu oleh 
satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada 
bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 12

(1) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya 
wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih 
lanjut serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

(2) Dalam menyampaikan I laporan masing-masing kepada atasan, tembusan 
laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara 
fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasar13

Uraian tugas dan fungsi Badan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan dan
kehutanan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

I Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Diundanaisan di Karanganyar, 
pada tanragsH 12 Januari 2009 
SEKRETARlfe DAERAH

Ditetapkan di Karanganyar 
pada tanggal 12 Januari 2009

KASTONCjr DS !

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2009 NOMOR 5

.. i ·I ', 
!, 
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(4) Dalam melaksanakan, ·tugas, setiap, Kepala Satuan Organisasi dibantu oleh 

satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemb~rian bimbingan kepada 
bawahan masing-rnasing, wajib mengadakan rapat berkala .. 

•• . ,1 I . . 

Pasal 12 · 

( 1) Setiap · laporan yang d,1terima oleh pimpinan satuan organisasi dafi bawahannya 
wajib diolah dan dipergµnakan sebagai bahan untuk penyusunari laporan lebih 
lanjut serta.untuk memb,erikan petunjuk kep·ada .bawahannya. 

(2) · Dalam· menyampaikan i '1aporan · ma~ing-~asing · kepada· .atasan,· tembusan 
laporan. wajib disampai~a~ pula kepada satuan organisasi lain yang secara 
fungsitm'al mempunyai hubyngan kerja. 

BABIX 

: KETENTUAN PENUTUP 

· Pas~l·.13 

Uraian tugas dan fungsi Badan .Pelaksana penyuluhan pertanian,. perikanan dan 
kehutanandiatur lebih Ian.jut dengan Peraturan Bupati. 

' , , , ,, i , ' , 

· · . I Pasal 14 
' 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peratu~ari Daerah ini akan diati.Jr lebih lanjut dengan 
Peraturan Bupati sepanjang· ·rnengenai pel~ksanaarinya. · 

' ,l ,l • 

·- t 

Pasal15 

' ' 

Peraturan·oaerah ini mulai berlaku pada,tanggal diundangkan. 
! ' . 

Agar setiap orang mengetahLinya, merT)erintahkan p~ngundangan Peraturan Daerah 
ini dengan _penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar. 

. i ' 

an di Karang~nyar: 
pada ta g 12 Januari.2009 
SEKRE A,RI DAERAH ', l 

. I 
i 

' 

Ditetapkan di Karanganyar 
. pada .tanggal 12 Januari 2009 

Hj. RINA lRIANI SRI 

, . I . . . . 
LEMBARAN DAERAH·KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2009 NOMOR 5 
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I PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR 

•NOMOR 5 TAHUN 2009 !

I TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN 
PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN KARANGANYAR

UMUM

Penyuluhan pertanian . perikanan dan, kehutanan merupakan proses pembelajaran 
sebagai upaya untuk meningkatan produktivitas, efisiensi usaha dan kesejahteraan 
petani, pelaku utama dan pelaku usaha. Oleh karena itu pelaksanaan penyuluhanan 
pertanian, perikanan dan kehutanan harus terus ditingkatkan, agar pembangunan 
dibidang pertanian , perikanan dan kehutanan lebih maju dam berkembang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan 
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan ,■ Pemerintah Daerah' perlu meningkatkan peran 
penyuluh pertanian . perikanan dan kehutanan agar , kelembagaan pelaksana 
penyuluhan Pertanian, perikanan dan Kehutanan lebih handal dan profisional yang 
mewadahi kegiatan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan , sehingga 
pelaksanaan penyuluhan dapat berjalan dengan maksimal efektif dan efisien.

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka perlu membentuk Peraturan Daerah 
tentang Organisasi dan Tatakerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan
dan Kehutanan Kabupaten Karanganyar.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 Cukup jelas
Pasal 2 Cukup jelas
Pasal 3 : Cukup jelas
Pasal 4 : Cukup jelas
Pasal 5 Cukup jelas .
Pasal 6 : Cukup,jelas

Pasal 7 : Yang . dimaksud dengan Komisi Penyuluhan adalah 
Kelembagaan Independen yang dibentuk pada tingkat 
Kabupaten yang terdiri atas para pakar dan/atau praktisi yang 
mempunyai keahlian dan kepedulian dalam bidang penyuluhan 
atau pembangunan desa .

Pasal 8 Cukup jelas

Pasal 9 : Yang dimaksud dengan Pejabat yang berwenang adalah Pejabat 
yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan dan 
memberhentikan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10 : Cukup jelas
Pasal 11 Cukup jelas
Pasal 12 Cukup jelas , .
Pasal 13 Cukup jelas
Pasal 14 : Cukup jelas
Pasal 15 : Cukup jelas

I l 
I' 

. 1 . PENJELASAN . . .. 
PERATURAN DAERAH l<ABUPATEN KARANGANYAR 

. . .\NOMOR 5 :TAHUN 2009 . 
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. • . · · TENT.ANG 
. \.' . 

ORGANISASI DAN TATA KERJA SADA~ PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN 
~ERIKANAN:DAN KEHUTANAN KABUPATEN KARANGANYAR 

I. . UMUM . ! 
, 'I 

1! • ! ' 

'Penyuluhan pertaniah· , · 'perikanan- ·dar, ,kehutanan merupakan proses pembelajaran , · 
sebagai upaya untuk meni~gkatan produktivitas, efisiensi . usaha dan kesejahteraan · 
petani, pelaku utama dan pelaku usaha. ·Oleh karena itu : pelaksanaan penyuluhana11 · · 
pertanian, perikanan dan ·• kehutanafr har~Js terus ditingkr➔tkan, agar pembangunan 
dibidang pertanian, perikana'n dan kehutanan lebih maju dan:berkembang. 

Berdasarkan Und~~g~Urdang Nomor ·1·6 Tahun 2006 t~ntang Sistem Penyuluhan 
Pertanian, Per.ikanan darr l< .. ehutanan , • Pemerintah Daerah: ,perlu meningkatkan peran 
penyuluh pertanian , · peri~arian dan . kehutanan agar . : : kelembagaan pelaksana 
penyuluhan: Pertanian, ··perikanan dan Kehutanan lebih ha~dal dan profisional yang 
mewadahi . kegiatan p~nyuluhan ' pertanian, perikanan dan kehutanan I sehingga 
pelaksanaan penyuluhan dapat.berjalan dengan maksimal efektif dari efisien. 

Atas dasar pertimbanga!n ' tersebut, . maka perlu membentuk ' .Peraturan Daerah 
tentang Organisasi dan Tatakerja Badan 'Pelaksana Penyufuhan Pertanian; Perikanan 
dan Kehutanan Kabupaten Kara~ganyar. · · 

11. PASAL DEMI PASAL 
.Pasal 1 
Pasal2 
Pasal3 
Pasal 4 
Pasal5 
PasaI·a 

,.,~- Pasal 7 
·<s,./ ' 

PasaI·a 

Pasal 9 

Pasal10 
Pasal 11 
Pasal 12 
Pasal 13 
Pasal14 
Pasal15 

: ,Cuk·t1p jelas 
: · Cukur/jelas 

Cukup' jelas 
. ~ukupjelas · 
Cukupj~las 
Cukup)elas 

Yang·.\ ·dirnaksUd. ·. dengan Komisi Penyuluhan . adalah 
Kelembagaan lndepend.en yang . dibentuk: pada tingkat 
Kabupaten yang ~erdiri atas para pakar dan/atau. praktisi yang 
mempt'myai keahliarf dan kepedulian· dalam bidang penyuluhan 
atau pembanguna·n desa . 

· 1 . ' . 

Cukupjelas 

Yangd
1

jmaksud dengan Pejabat yang·.berwenang adalah Pejabat 
yang. rr1empunyai ~ewenangan mengangkat, memindahkan dan 
memberhentikan .. Pegawai Negeri Sipil sesua( dengan ketentuan 
peraturan perundang-tmdangan yang berlaku.·· 
. . I . · .. 

. Cukup.· jelas · 
Cukupjelas 
Cukup jelas 
C.ukup jelas 
Cl.tkup jelas . 
Cukup jelas 

... \ 
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BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

KABUPATEN KARANGANYAR ?

:, 

• LAMPIRAN 
it PERATURAN DAERAHKABUPATEN KARANGANYAR 
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BAGAN SUSUNAN ORGANISASI t · 
SADAN PELAKSANA PENYULUHA~! PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN . 

. . . . . . KABUPATEN.KARANGANYAR. / . . . . . . . . . . . .· . . -.. · . . l - . . 

BIDANG . 
PENYELENGGARAAN DAN 
KERJASAMA PENYULUHAN 

KEPALA 
I 
) 

: .SEKRETARJAT 

Subbag:an Perenca·naan , . 
dan Keuangan 1 ·• 

1·. 
i· 
I . 
BIDANG 

Subbagian 
·umum 

KETENAGAAN DAN 
-r----------- · KELEMBAGAAN PENYULUHAN 

I I . 
I 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 
BALAI PENYULUHAN KECAMATAN 

KELOMPOKJABATAN FUNGSIONAL. 
POS PENYULUHAN 

DESA DAN KELURAHAN · 

Hj. RINA IRIANJ SRI 



KELOMPOK
JABATAN FUNGS ONAL

Seksi
Ketentraman Masyarakat

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI 
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 

KABUPATEN KARANGANYAR

LAMPiRAN XII

PERATURAN DAERAH .KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR : 3 Tahun 2009 
TANGGAL : 12 Januari 2009

i-.

Sub Bagian 
Tata Usaha

t

i '  ’ ■.. . •

Seksi i' ’ • . ' Seksi
Penegakan Peraturan Daerah I

; i  f Pengembangan Kapasitas dan 
Penanganan Pengaduan

KELOMPOK 
JABATAN FUNGSIONAL 

I l I I I 
Seksi 

Ketentraman Masyarakat 

. ·~LAMPiRANXII 

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI 
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 

. KABUPATEN ]<ARANGANYAR 

KEPALA 

. . 
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Seksi 
Penegakan Peraturan Daerah 

fERATURAN DAERAH .KABUPATEN KARANGANYAR 
NOMOR : 3 Tahun 2009--~·· -- -·----- ;1~--~--

TANGGAL : 12 Januari 2009 
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· Sub Bagian 
· Tata Usaha 

Seksi 
Pengembangan Kapasitas dan 

Pen~nganan Pen~adu_an 


